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BUPATI PAKPAK BHARAT 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN BUPATI  PAKPAK BHARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 
 

Menimbang    : 
 
 

 
 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu 

ditetapkanPeraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai 

landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2019 

Mengingat  : 1. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun  2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan  di 
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421); 
  6. 

 

Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan  Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun  2005 tentang 

Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 

  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 541); 
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
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 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

   18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64); 
  19. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 
2016 Nomor 11). 

 

MEMUTUSKAN: 
  

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG  PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK 
BHARAT TAHUN ANGGARAN 2019. 

 
Pasal 1 

 

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : 
 
a. Pendapatan  
 1.  Pendapatan Asli Daerah Rp. 21.286.888.500,00   
 2. Dana Perimbanagan Rp. 479.304.536.000,00   
 3.  Lain –Lain Pendapatan Yang Sah  81.015.557.243,00   
 Jumlah Pendapatan Rp.  581.606.981.743,00 

 
b. Belanja 
 1. Belanja Tidak Langsung     
  a) Belanja Pegawai Rp.         194.864.499.639,00    
  b) Belanja Bunga Rp.          3.500.000.000,00 
  c) Belanja Subsidi Rp.                                0,00 

  d) Belanja Hibah Rp. 3.441.700.000,00 

  e) Belanja Bantuan Sosial Rp. 8.298.400.000,00 

  f) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.300.688.850,00 

  g) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 85.936.330.503,00 

  h) Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,00 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung 
 

Rp. 297.841.618.992,00 

 2. Belanja Langsung 
  1) Belanja Pegawai Rp. 677.585.000,00   
  2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 159.134.280.399,00   
  3) Belanja Modal Rp. 116.620.508.472,00 
 Jumlah Belanja Langsung 

 
Rp. 276.432.373.871,00 

 Jumlah Belanja  
 

Rp. 574.273.992.863,00 

 Surplus/(Defisit) 
 

Rp. 7.332.988.880,00 

c. Pembiayaan Daerah  
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 a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 13.667.011.120,00   
 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 21.000.000.000,00   
   Jumlah Pembiayaan Neto 

 
Rp. (7.332.988.880,00) 

  Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

 
Pasal 2 

 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

 

Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat. 
 

 
Ditetapkan di Salak 
pada tanggal 14 Januari 2019  
 

Plh. BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 
            ttd 

 
SAHAT BANUREA 
 

 

 
Diundangkan di Salak 

pada tanggal 14 Januari 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  

 
           ttd 

 
SAHAT BANUREA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 1   
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